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ABSTRAK

Dewasa ini tindak pidana perbankan telah terjadi dimasyarakat, korbannya
tidak saja nasabah tetapi juga bank itu sendiri, masyarakat dan situasi ekonomi
satu negara. Hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang
Tindak Pidana Perbankan telah menetapkan beberapa tindak pidana perbankan
dan di proses dalam suatu sistem peradilan pidana yang dimaksud sebagai bentuk
perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perbankan. Namun dalam praktek
masih ditemukan adanya putusan pengadilan yang belum maksimal memberikan
perlindungan kepada korban. Atas dasar hal tersebut maka penulis mengangkat
permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana
perbankan dan penerapan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana perbankan
pada Putusan Nomor : 54/P1D/2015/PT.DKI di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
spesifikasi penelitian in konkreto. Sumber data yang digunakan adalah data data
sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.
Penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan yang diuraikan secara deskriptif
melalui analisis data yang bersifat kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap
korban tindak pidana di bidangperbankan dalam putusan nomor
54/P1D/2015/PT.DKI adalah terdiri dari perlindungan korban secara langsung,
yaitu terdapat dalam pertimbangan Hakim bahwa perbuatan para terdakwa
menimbulkan kerugian dan membuat buruk kredibilitas PT. Bank Century Thbk.
serta merugikan nasabahnya, dan juga bertentangan dengan nilai-nilai yang ada
dalam masyarakat, dan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan
masyarakat dan merusak kredibilitas PT. Bank Century Tbk. adalah merupakan
faktor pemberat sebagai dasar penjatuhan sanksi pidana, dan perlindungan korban
secara tidak langsung, yaitu terlihat dengan adanya proses peradilan sebagaimana
Hakim telah menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan dikenakan sanksi
hukuman sebesar 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,-
(Lima Milyard Rupiah) yang merupakan adanya jaminan kepastian hukum yang
sangat dibutuhkan dalam industri perbankan. Selain itu juga dapat dilihat dari
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dalam berkas putusan Hakim dimana tercantum prosedur proses pemberian
fasilitas kredit yang berlaku di PT. Bank Century Tbk.Yaitu Kebijakan
Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT. Bank

Century Tbk. tahun 2005.

Kata kunci : Perlindungan hukum, Nasabah bank, Tindak pidana di bidang

perbankan

Secara umum tindak pidana
ekonomi adalah tindakan melanggar
hukum yang dilakukan karena atau
untuk motif-motif ekonomi. Tindak
pidana di  bidang  perbankan
dilakukan dengan  menggunakan
bank sebagai sarana dan sasarannya.
Merujuk  dari  Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan, perbankan adalah segala
sesuatu yang menyangkut tentang
bank, mencakup  kelembagaan,
kegiatan usaha, serta cara dan proses
dalam melaksanakan kegiatan
usahanya. Segala  hal  yang
menyangkut tindak pidana di bidang
ekonomi  khususnya di bidang
perbankan diatur dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan.

Salah satu Tindak Pidana
Perbankan yang ingin di teliti adalah
Tindak Pidana Perbankan dalam
perkara pidana nomor
54/P1D/2015/PT.DKI dengan
terdakwa : 1. Linda Wangsadinata, 2.
Nofi Bin Harmen, 3. Hj. R. Arga
Tirta Kirana, SH.selaku Anggota

Dewan  Komisaris,Direksi, Atau
Pegawai Bank telah dengan sengaja
membuat ataumenyebabkan adanya
pencatatan palsu dalam pembukuan
atau dalamlaporan, maupun dalam
dokumen atau laporan kegiatan
usaha, laporantransaksi atau rekening
suatu bank yatu dengan melakukan
pemberian fasilitas kredit yang

menyimpang dari prosedur
pemberian kredit danyang berperan
dalam dugaanpenyimpangan

pemberian  fasilitas  kredit PT.
Animablu  Indonesia,  sehingga
mengakibatkan kerugian pada bank
sebagai korban.

1. Perlindungan
Korban Secara Langsung

Terhadap

Perlindungan korban secara langsung
yang diberikan pada nasabah bank
terlihat dengan adanya proses
peradilan sebagaimana Hakim telah
menyatakan bahwa terdakwa
bersalah dan dikenakan sanksi
hukuman sebesar 3 (tiga) tahun
penjara dan denda sebesar Rp
5.000.000.000,- (Lima  Milyard
Rupiah) merupakan perlindungan
secara tidak langsung yaitu adanya
jaminan kepastian hukum yang
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sangat dibutuhkan dalam industri
perbankan.

Perlindungan korban secara langsung
juga dapat dilihat dari dalam berkas
putusan Hakim dimana tercantum
prosedur proses pemberian fasilitas
kredit yang berlaku di PT. Bank
Century, Tbk adalah Kebijakan
Perkredtan Bank (KPB) dan
Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK)
PT. Bank Century, Thk tahun 2005
yaitu antara lain mengatur proses dan
prosedur pemberian fasilitas kredit.

2. Perlindungan Terhadap
Korban Secara Tidak Langsung

Perlindungan secara langsung
terhadap korban tindak pidana
perbankan dalam putusan nomor
54/PID/2015/PT.DKI yang
menguatkan  putusan  Pengadilan
Negeri  Jakarta  Pusat  nomor
449/Pid.sus/2013/PN.Jkt.Pst terdapat
dalam dua pertimbangan
Hakimdimana Hakim menjatuhkan
pidana di dasarkan pada
pertimbangan bahwa perbuatan para
terdakwa menimbulkan kerugian dan
membuat buruk kredibilitas PT.
Bank Century Tbk. serta merugikan
nasabahnya, dan juga bertentangan
dengan nilai-nilai yang ada dalam
masyarakat, dan  pertimbangan
bahwa perbuatan terdakwa
meresahkan masyarakat dan merusak
kredibilitas PT. Bank Century Tbk.
adalah merupakan faktor pemberat
adalah  merupakan perlindungan

secara langsung terhadap korban
tindak pidana perbankan.

Merujuk pada pendapat beberapa ahli
tentang corporate crime, dalam
menganalisis kasus bank century
dalam konteks
pertanggungjawaban tindak  pidana
korporasi di bidang perbankan,
bahwa telah terjadi tindak pidana
penggelapan yang dilakukan oleh
pemilik dan manajemen dengan cara
menggelapkan uang nasabah
sehingga menimbulkan ambruknya
Bank century. Proses
penggelapannya dilakukan dengan
berbagai cara yaitu: Pertama,
memanfaatkan produk reksa dana
fiktif yang diterbitkan PT Antaboga
Delta Sekuritas Indonesia yang dijual
terselubung di Bank Century. Kedua,
menyalurkan sejumlah kredit fiktif.
Ketiga, menerbitkan letter of Credit (
L/C ) Fiktif. Dalam hal ini perbuatan
pengurus (atau orang lain) dapat
dinyatakan sebagai sebagai
perbuatan korporasi yang melawan
hukum (menurut hukum pidana).
Oleh Kkarena itu mereka dituntut
untuk mempertanggungjawabkan
perbuatannya dalam system
peradilan pidana sesuai peraturan
perundangan yang berlaku.

Selain sanksi pidana juga di kenakan
sanksi administrative terhadap Bank
Centuryseauai  dengan  ketentuan
yang terdapat dalam Pasal 52
Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Pokok-Pokok
Perbankan, sebagaimana telah diubah
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dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas
UndangUndang Nomor 7 Tahun
1992 Tentang Perbankan, sanksi
yang dikenakan yaitu berupa
Larangan untuk turut serta dalam
kegiatan kliring;Pembekuan kegiatan
usaha tertentu, baik untuk kantor
cabang tertentu maupun untuk bank
secara keseluruhan, sehingga PT.
Bank Century Tbk. Berubah menjadi
Bank Mutiara;Pencantuman anggota,
pengurus, pegawai bank, pemegang
saham dalam daftar orang tercela di
bidang Perbankan.

Dalam perkara yang terdapat dalam
putusan nomor 54/P1D/2015/PT.DKI
terdapat korban secara langsung
yaitu bank itu sendiri yang menderita
kerugian dan kredibilitas buruk yang
diakibatkan oleh tindak pidana yang
dilakukan oleh para terdakwa, dan
korban secara tidak langsung, yaitu
masyarakat dan nilai-nilai serta
norma-norma Yyang hidup dalam
masyarakat.

Menurut putusan perkara Nomor
54/PID/2015/PT.DKI yang
menguatkan  putusan  Pengadilan
Negeri  Jakarta  Pusat  nomor
449/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst di atas,
Hakim menyatakan para terdakwa
terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana
perbankan yang dilakukan secara
bersama-sama. Putusan hakim yang
memilih untuk menjatuhkan pidana
menggunakan  Undang  Undang
Perbankan menurut Penulis adalah

hal yang tepat. Menurut analisis
penulis, pemberian fasilitas kredit
yang menyimpang dari prosedur
pemberian kredit merupakan tindak
pidana yang dilakukan dalam ruang
lingkup perbankan, maka dari itu,
Undang Undang Perbankan memiliki
kekhususan yang lebih diandingkan
Undang Undang Tindak Pidana
Korupsi.

Menurut Penulis, para terdakwa
seharusnya dapat dijatuhi hukuman
pidana diatas pidana minimal,
mengingat para terdakwa adalah
sebagai anggota dewan komisaris,
direksi, atau pegawai bank PT. Bank
Century Tbk, yang melakukan tindak
pidana  perbankan yaitu telah
dengansengaja tidak melaksanakan
langkah-langkah yang diperlukan
untukmemastikan  ketaatan  bank
terhadap ketentuan dalam undang-
undang  danketentuan  peraturan
perundang-undangan lainnya yang
berlaku bagi bank dan tindak pidana
tersebut dilakukan dengan terencana.

Menurut penulis, seharusnya Hakim
selain memberikan sanksi pidana
pokok juga dapat memberikan sanksi
pidana tambahan. Adanya penjatuhan
pidana tambahan ini memungkinkan
karena sebagaimana yang ditentukan
dalam pasal 10 KUHP bahwa
hukuman di bedakan menjadi dua
bentuk, yaitu hukuman pokok dan
hukuman tambahan. Yang termasuk
dalam hukuman pokok
yaitu:hukuman mati,hukuman
penjara,hukuman kurungan,hukuman

63



denda. Yang termasuk hukuman
tambahan yaitu:pencabutan beberapa
hak tertentu,perampasan barang yang
tertentu,pengumuman keputusan
hakim. Ini artinya ketentuan yang
tercantum dalam pasal 10 KUHP
yang mengatur adanya pidana
tambahan dapat diterapkan oleh
Majelis Hakim.

Diharapkan dengan adanya sanksi
pidana tambahan dapat memberikan
efek jera kepada para terdakwa dan

memberikan kepastian ~ hukum
sehingga  masyarakat  memiliki
keyakinan terhadap adanya

perlindungan hukum kepada hak-hak
mereka sebagai nasabah.

Kurangnya sanksi pidana yang
diberikan oleh Hakim yang hanya
memberikan sanksi pidana minimal
kepada para terdakwa juga dapat kita
lihat dalam Memory Banding Jaksa
Penuntut Umum.

A. SIMPULAN

Perlindungan terhadap korban tindak
pidana perbankan dalam putusan
nomor 54/PID/2015/PT.DKI sebagai
berikut :

A. Perlindungan Hukum Terhadap
Korban Tindak Pidana di
BidangPerbankan

1.  Perlindungan Korban Secara
Langsung
Perlindungan  terhadap  korban
kejahatan tindak pidana perbankan
secara langsung dalam putusan ini
dapat kita lihat dimana Hakim
menjatuhkan pidana di dasarkan pada

pertimbangan bahwa perbuatan para
terdakwa menimbulkan kerugian dan
membuat buruk kredibilitas PT.
Bank Century Tbk. serta merugikan
nasabahnya, dan juga bertentangan
dengan nilai-nilai yang ada dalam
masyarakat, dan  pertimbangan
bahwa perbuatan terdakwa
meresahkan masyarakat dan merusak
kredibilitas PT. Bank Century Tbk.
adalah merupakan faktor pemberat
adalah  merupakan  perlindungan
secara langsung terhadap korban
tindak pidana perbankan.

2. Perlindungan Korban Secara
Tidak Langsung
Perlindungan korban secara
tidak langsung yang diberikan pada
nasabah bank terlihat dengan adanya
proses peradilan sebagaimana Hakim
telah menyatakan bahwa terdakwa
bersalah dan dikenakan sanksi
hukuman sebesar 3 (tiga) tahun
penjara dan denda sebesar Rp
5.000.000.000,- (Lima  Milyard
Rupiah) merupakan perlindungan
secara tidak langsung yaitu adanya
jaminan kepastian hukum yang
sangat dibutuhkan dalam industri
perbankan. Perlindungan  korban
secara tidak langsung juga dapat
dilihat dari dalam berkas putusan
Hakim dimana tercantum prosedur
proses pemberian fasilitas kredit
yang berlaku di PT. Bank Century
Tbk. Yaitu Kebijakan Perkreditan
Bank (KPB) dan  Pedoman
Pelaksanaan Kredit (PPK) PT. Bank
Century Tbk. tahun 2005.
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B. Penerapan Hukum Hakim
Terhadap Pelaku  Tindak
Pidana  Perbankan  yang
Diberlakukan Dalam Putusan
Nomor 54/P1D/2015/PT.DKI

Penerapan hukum Hakim dalam
putusan nomor
54/P1D/2015/PT.DKI. yang
menguatkan  putusan  Pengadilan
Negeri  Jakarta  Pusat  nomor
449/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst.  yang
merupakan  bentuk perlindungan
terhadap korban kejahatan tindak
pidana perbankan dalam putusan ini
tercantum dalam pertimbangan yang
berbunyi Menimbang, bahwa
perbuatan para terdakwa tersebut
menimbulkan kerugian dan membuat
buruk kredibilitas PT. Bank Century
Tbk. serta merugikan nasabahnya,
perbuatan  tersebut  bertentangan
dengan hukum juga bertentangan
dengan agama, serta norma - norma
lain yang hidup dalam masyarakat;,
dimana Hakim menjatuhkan pidana
di dasarkan pada pertimbangan
bahwa perbuatan para terdakwa
menimbulkan kerugian dan membuat
buruk kredibilitas PT. Bank Century
Tbk. serta merugikan nasabahnya,
dan juga bertentangan dengan nilai-
nilai yang ada dalam masyarakat.
Penerapan hukum oleh Hakim yang
merupakan bentuk perlindungan
terhadap korban kejahatan tindak
pidana perbankan secara tidak
langsung juga dapat di lihat dari
penjatuhan sanksi pidana oleh Hakim
terhadap para terdakwa yang terdapat
dalam amar putusan yaitu, Hakim

menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga)
tahun dan denda sebesar Rp
5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
Pidana yang dijatuhkan hakim
tersebut merupakan pidana minimum
(straf minimum) dari Pasal 49 ayat
(2) huruf b Undang Undang Nomor
10 Tahun 1998 tentang Perubahan
atas Undang Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan.

B. SARAN
1. Dalam kejadian seringnya para
penegak hukum dalam

menjatuhkan  sanksi  pidana
hanya  memberikan  sanksi
pidana pokok saja, padahal
untuk tindak pidana perbankan
yang dilakukan oleh orang yang
bekerja di dalam bank sebagai
dewan direksi secara terencana,
seharusnya Hakim juga harus
memberikan  sanksi  pidana
tambahan sebagai pencegahan
agar tidak terjadi pengulangan
tindak pidana tersebut, dan
memberikan kepastian hukum
kepada masyarakat sebagai
nasabah sehingga diharapkan
masyarakat memiliki keyakinan
terhadap perlindungan hak-hak
nasabah.

2. Perlindungan  hukum  yang
diberikan kepada nasabah bank

yang termasuk dalam
perlindungan secara langsung,
menurut saran penulis,
seharusnya dalam uu

Perbankan  diatur  mengenai
bagaimana bank melindungi
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secara langsung kepada
nasabahnya yang telah dilanggar
atau dirugikan kepentingannya,
atau bagaimana mekanisme
ganti rugi atau penyelesaian
hukum yang patut bagi nasabah.
Karena dalam UU Perbankan
hanya  mengatur  mengenai
sanksi yang diberikan kepada
pelaku tindak pidana di bidang
perbankan saja. Hal itu masih
dirasa kurang karena apa yang
dibutuhkan oleh nasabah bank
jika kepentingannya dilanggar
atau dirugikan adalah jaminan
penggantian  kerugian  yang
diterimanya dan mekanisme
penyelesaian yang patut. Selama
ini bank baru akan merespon
jika nasabah terlebih dulu
melakukan  pengaduan akan
kerugian yang dialaminya, atau
bahkan bank baru akan bersedia
mengganti kerugian jika sudah
ada putusan yang berkekuatan
hukum tetap yang
mengaharuskan bank membayar
ganti rugi kepada nasabah yang
dirugikan tersebut.
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